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KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Menulis buku ilmiah, apalagi dalam bentuk buku pengantar
bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun saya tetap bertekad
dan memberanikan diri untuk memulainya. Ada sebuah
peribahasa, bahwa segala sesuatu pada waktu memulai pasti
menghadapi kesukaran. Akan tetapi untuk = mengatasi
kesukaran, tiada jalan lain selain daripada memulainya.
Sudah barang tentu pada akhirnya -—meskipun bukan yang
terakhir— harus diakhiri, dengan suatu hasil yang nyata.
Sebagai hasil nyata tersebut adalah berupa sebuah buku
dengan judul PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL yang
sekarang hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Bahan-bahan referensi yang dipergunakan dalam menyusun
buku ini kebanyakan berupa buku-buku dan artikel-artikel
dari sarjana-sarjana barat. Hanya sedikit yang berasal dari
sarjana-sarjana negara-negara sedang berkembang. Hal ini
disebabkan karena bahan-bahan yang tersedia di pelbagai
perpustakaan di Indonesia, kebanyakan karya-karya “ilmiah
dari negara-negara barat. =

- Dalam beberapa hal -walaupun hanya sedikit~ memang
| terdapat perbedaan nuansa pembahasan mengenai beberapa
materi tertentu dari hukum internasional antara sarjana-
sarjana barat dan sarjana-sarjana dari negara-negara sedang
berkembang. Dalam hal ini, saya juga tidak Iluput dari
pengaruh posisi Indonesia sebagai salad satu negara sedang
berkembang. Beberapa butir masalah yang dibahas dalam
_ buku ini memang mencerminkan pandangan negara-negara
sedang berkembang. i
~ Dalam hal ini saya merasa perlu mengingatkan para
pembaca, bahwa beberapa materi dan kasus-kasus hukum
internasional dikemukakan lebih dari satu kali yang mungkin
saja dapat membosankan para pembaca. Hal ini disebabkan




karena materi ataupun kasus-kasus tersebut mengandung
lebih dari satu dimensi. .

Patut diketahui, bahwa peranan negara-negara sedang
berkembang dalam pembentukan hukum internasional
modern, temtama setelah Perang Dunia |, adalah sangat -
pesar. Oleh karena itu - tidaklah mengherankan, bahwa
hukum internasional antara masa sebelum Perang Dunia I
dan sesudahnya, menunjukkan perbedaan yang cukup besar.
Bahkan hukum internasional pada masa tahun 1950an dan
1960an jika dibandingkan dengan hukum - internasional
pada masa 1970an dan 1980an, juga menunjukkan adanya
perbedaan yang pada dasarnya menunjukkan bahwa semakin
lama hukum internasional itu semakin berkembang.

Buku ini walaupun secara garis besar masih mengikuti
sistematika  yang konvensional, tetapi dalam beberapa hal
sudah disesuaikan dengan kecenderungan dan perkembangan
baru dari hukum internasional pada masa akhir-akhir ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahannnya, saya
‘persembahkan pbuku ini ke hadapan para pembaca. Sudah
tentu - kekurangan dan kelemahannya itu terbuka untuk
dikritik dan- dikoreksi oleh siapapun. Kritik dan koreksi itu
merupakan masukan yang sangat berharga untuk pe-
nyempurnaan - buku ini dalam penerbitannya yang akan
datang. Demikianlah seterusnya sehingga semakin lama akan
semakin sempurnalah isi buku ini. :

Sebagai akhir kata, saya mengucapkan banyak terima
kasih . kepada semua pihak yang telah mendorong dan
membantu proses penyusunan dan penerbitan buku ini.
Terutama kepada saudara Punomo Sadriman, SH, direktur
CcV MANDAR MAJU yang telah banyak berjasa dalam
penerbitan buku ini.

L Bandung, Awal Agustus 1990
Pengarang,

. W. P.
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KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Dalam cetakan kedua buku ini, terdapat banyak perubahan.
Perubahan pertama adalah mengenai " substansinya yang
cukup banyak penyempurnaannya, bahkan beberapa di
antaranya cukup fundamental. Akan tetapi karena kesibukan
dan juga karena faktor waktu, perubahan dan penyempurna-
annya baru bisa dilakukan dari Bab'|'sampai dengan Bab VI.
Sedangkan dari Bab VIl sampai Bab X1V atau Bab terakhir,
belum sempat dilakukan perubahan atau penyempurnaannya.
Sebenarnya saya bermaksud juga untuk menambah beberapa
materi baru baik berupa bab-bab maupun sub-bab baru tetapi
karena keterbatasan waktu untuk menulisnya, dengan
sangat terpaksa hal itu tidak bisa dilakukan. Selain daripada
itu, secara kuantitatif dan kualitatif catatan kakinyapun lebih
disempurnakan.

Patut pula dijelaskan disini, bahwa dalam buku ini
terdapat beberapa substansi yang tampaknya sudah ada
terlebih dahulu di dalam buku-buku sejenis yang lain yang
sudah lebih dahulu diterbitkan, tetapi tidak dicantumkan
sumbernya di dalam catatan kaki. Dalam hal ini, saya merasa
perlu menegaskan, bahwa saya sedikitpun tidak bermaksud
untuk menggelapkan sumber tersebut, ataupun melakukan
ketidakjujuran intelektual, ilmiah, maupun akademis. Hal ini
disebabkan karena secara teknis saya tidak sempat mencari
dan memeriksanya di dalam sumber tersebut, khususnya
mengenai tempat yakni halaman dari buku tersebut. Di
samping itu karena materi atau substansi yang dimaksudkan
itu sudah demikian familiar dan melekat pada diri dan pikiran
saya, —bahkan mungkin juga dalam diri dan pikiran para
pembaca, seolah-olah sudah merupakan milik umum-
sehingga muncul dengan sendirinya dan langsung dituangkan
dalam tulisan, tanpa meneliti sebelum maupun sesudahnya.
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Dalam kesempatan ini saya memohon maaf, jika di dalam
buku ini ditemukan hal-hal seperti saya kemukakan di atas.
Permohonan maaf juga saya sampaikan kepada para sarjana
atau penulis yang buah pikirannya saya kutip tanpa me-
nyebutkan sumbernya. Apabila nanti saya berkesempatan
untuk menyempurnakan edisi yang akan datang dari buku
ini, dan sudah tentu juga berdasarkan masukan dan
informasi dari para pembaca, saya akan mencantumkan
sumber-sumber yang belum tercantum dalam edisi ini.

Atas kesediaan para pembaca memaafkannya, saya
mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, September 2003

| Wayan Parthiana
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BAB |
HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA

.1 Pendahuluan

Sebagaimana pada umumnya setiap orang yang hendak
mempelajari suatu bidang ataupun cabang ilmu pengetahuan
tertentu, - yang - pertama-tama - hendak ' diketahui -atau
dipahaminya adalah batasan atau pengertian umum tentang
bidang atau .cabang ilmu pengetahuan tersebut.Hal ini
tidakiah berarti, bahwa setelah mengetahui batasan dari
bidang ilmu - pengetahuan wvyang bersangkutan, kita akan
mengetahui isi dan ruang lingkupnya secara mendalam dan
menyeluruh, melainkan barulah merupakan tahap ‘awal atau
permulaan untuk mendalaminya. Masih banyak aspek-
aspeknya yang perlu dijelajahi dan didalami lebih lanjut.

Namun demikian,  dengan mengetahui = batasan atau
pengertian -atas suatu bidang - ilmu - pengetahuan, setidak-
tidaknya. ada dua hal yang dapat diperoleh sebagai modal
utama untuk mendalaminya lebih lanjut, yaitu :

Pertama, gambaran umum dan batas-batas dari bidang
atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, yang
membedakannya dengan cabang atau bidang ilmu penge-
tahuan lainnya. Dengan kata lain, akan dapat diketahui
tentang bentuk, batas-batas atau. sisi luarnya atau ruang
lingkupnya yang membatasi dan membedakannya dengan
bid‘ang atau cabang ilmu pengetahuan lainnya.

“Kedua, juga akan diperoleh gambaran umum tentang isi
_atau substansi dari cabang atau bidang ilmu pengetahuan
yang bersangkutan. Sudah tentu pengetahuan dan pema-
haman atas isi dan ruang lingkupnya itu barulah pada garis
besarnya saja. Jadi belum sampai pada hal-hal yang
sedalam-dalamnya.
 Atau dengan singkat dapat dikatakan, bahwa yang

értama dapat dikatakan sebagai pemahaman atas sisi




ekstern, sedangkan yang kedua, dapat dikatakan sebagai
pemahaman atas sisi intern atas suatu bidang atau cabang
imu pengetahuan. Dengan adanya pemahaman secara
umum atas sisi ekstern dan internnya, maka pada tahap.
awal sudah mulai dapat dilihat tempat dan kedudukan dari
bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

I.2. Pengertian atau Batasan Hukum Internasional

Apa yang yang telah dikemukakan di atas, berlaku juga
untuk - hukum  internasional. Mengetahui pengeértian atau
batasan tentang hukum internasional, berarti pada tahap
awal sudah dimiliki gambaran umum tentang bentuk dan isi
dari hukum internasional. Pengertian  atau batasan itulah
yang akan dijadikan titik tolak bagi pembahasan selanjutnya
tentang - pelbagai aspek -hukum internasional secara lebih
mendalam.

Sebenarnya sudah cukup banyak sarjana yang me-
ngemukakan - pengertian. atau - batasan tentang hukum
internasional. Akan tetapi harus disadari lebih dahulu, bahwa
batasan atau pengertian tentang hukum  internasional dari
sarjana yang satu -tidak persis sama dengan batasan atau
pengertian dari sarjana yang lainnya. Meskipun demikian,
dari pengertian -atau batasan yang berbeda-beda itu, dapat
ditarik perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya.
Di samping itu, jika batasan itu dikemukakan oleh sarjana-
sarjana yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda,
walaupun tidak selalu demikian-batasan itupun 'juga:
menggambarkan ruang lingkup dan substansi hukum
internasional pada }éh%’énnya masing-masing. Dengan
demikian, selanjutnya akan dapat diketahui ruang lingkup
dan substansi hukum internasional pada setiap jaman;
Hukum internasional pada masa lampau sudah pasti berbeda
dengan hukum internasional pada masa kini, dan hukum
internasional pada masa kini mungkin berbeda dengan
hukum internasional pada jaman yang akan datang.




Yang lebih penting lagi adalah, dari perbedaan ruang
lingkup dan substansi hukum internasional dalam kurun
waktu yang berbeda-beda itu, juga dapat ditarik manfaatnya
yang lain, yakni, akan dapat diketahui sejauh manakah
perubahan dan perkembangan hukum internasional itu dari
jaman ke jaman. Akan tetapi patut diingatkan disini, dalam
memahami pandangan seorang sarjana tentang hukum
internasional, janganlah hanya didasarkan atas pengertian,
definisi, atau batasan yang dikemukakan oleh sarjana yang
bersangkutan. Untuk mengetahui pandangan seorang sarjana
tentang hukum internasional pada umumnya maupun bidang-
bidang tertentu dari hukum internasional pada khususnya,
harus dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam
keseluruhan pandangannya secara utuh, menyeluruh, dan
mendalam.

Kembali pada pembahasan tentang pengertian atau
batasan hukum internasional, dalam hal ini saya tidak
bermaksud mengemukakan pandangan sendiri, melainkan
hanya mengutip batasan-batasan yang sudah lebih dahulu
dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Batasan yang
akan dikutip -adalah yang dipandang dapat menggambarkan
ruang lingkup dan substansi hukum internasional secara
lengkap = serta menggambarkan realita pada masa kini,
maupun arah perkembangannya pada masa yang akan
datang.

 Salah satu pengertian atau batasan tentang hukum
internasional yang cukup dapat diandalkan adalah batasan
y‘ang dikemukakan oleh Charles Cheny Hyde, seperti yang
dikutip oleh J. G. Starke, sebagai berikut:

International law may bé defined as that body of law
~which is composed for its greater part of principles and
~rules of conduct which states feel themselves bound to
~_ Observe, and therefore, do commonly observe in their
. relations with each other, and which includes also:

a) the rules of law relating to the functioning of inter-
national institutions or organisations, their relations
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with each other, and their relations with states and
individuals; and

b) certain rules of law relating to individuals and non-.
state entities so far as their rights or duties of such
individuals and non-state entities are the concern of .
the international community.

Apébila definisi hukum internasional ini diterjemahkan ke
dalam bahasa indonesia, kurang lebih artinya sebagai
berikut: '

Hukum - internasional dapat didefinisikan sebagai se-
kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur
tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara- negara,
dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-
hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta
yang juga mencakup:

a) organisasi ‘internasional, hubungan antara organisasi
internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-
peraturan hukum. yang berkenaan dengan fungsi-
fungsi lembaga atau antara organisasi internasional
dengan negara atau negara-negara; dan hubungan
antara organisasi internasional dengan individu atau
individu-individu;

b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan

: dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum_
bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak
dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum_
bukan negara ‘tersebut bersangkut paut dengan
masalah masyarakat internasionat. |

Berdasarkan pada pengertian atau batasan tersebut di
atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum
tentang ruang lingkup ~dan substansi dari hukum
internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur
subyek atau pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang berperan,
hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, sert 7




hat-hal atau obyek yang tercakup dalam ‘pengaturannya,
serta prinsip-prinsip dan kaidah gtau peraturan-peraturan
hukumnya vyang ‘semuanya terjalin sebagal satu kese-
Juruhan. ,

Berkenaan dengan subyek hukumnya, tampakiah bahwa
negara tidak lagi merupakan satu-satunya subyek hukum
internasional, sebagaimana pernah menjadi pandangan yang
berlaku umum di kalangan para sarjana hukum internasional
pada masa sekitar abad ke 19 dan awal abab ke 20.
Ternyata subyek-subyek hukum internasional yang diakui .
eksistensinya dewasa ini, selain negara, juga organisasi
internasional, individu, dan subyek-subyek hukum bukan
negara (non state entities). ‘

Sedangkan mengenai substansinya juga tampak bahwa
substansi hukum internasional itu sangat luas, yakni
mencakup: ' '

a) prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan--hukum vyang
berkenaan = dengan - negara atau - negara-negara,
misalnya tentang kualifikasi ~suatu negara sebagai
pribadi internasional, terbentuknya maupun berakhir-
nya suatu ‘negara, peristiwa-peristiwa hukum yang
dapat. menimpa negara dan pengaruhnya terhadap
eksistensinya, - hak-hak dan kewajiban-kewajiban
negara, dan lain-lainnya;

prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan -hukum yang
berkenaan dengan -atau yang mengatur persoalan-
persoalan tentang hubungan antara negara dan
negara, seperti perjanjian-perjanjian internasional,
- hubungan diplomatik-dan konsuler, hubungan dalam
~bidang politik dan ekonomi, dan tfain-lainnya;
prinsip-prinsip. dan. peraturan-peraturan -hukum. yang.
. berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsi-
fungsinya, :misalnya, tentang kualifikasi = suatu
organisasi internasional, kepribadian dan kemampuan
hukum suatu organisasi internasional, hak-hak dan
kewajiban suatu organisasi internasional, tentang




